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ABSTRAK

Pernikahan di bawah umur di kabupaten Lamongan masih tergolong tinggi.
sementara itu, upaya pencegahan pernikahan di bawah umur yang dilakukan
pemerintah daerah belum memberikan dampak yang masif sehingga masih perlu
dilakukan analisis lebih lanjut untuk melakukan perbaikan. Lamongan memiliki
kuantitas santri dan pondok pesantren yang banyak. Elit pesantren yang notabene dekat
dengan masyarakat khususnya remaja seharusnya memiliki peran yang penting untuk
turut meminimalisir problematika pernikahan di bawah umur. Penelitian ini akan
menganalisis pandangan tokoh pesantren untuk menemukan dinamika di dalamnya
sehingga berpotensi memudahkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan elit
pesantren di Lamongan dalam rangka meningkatkan kualitas pernikahan di kabupaten
Lamongan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Data primer dari
penelitian ini adalah wawancara kepada subjek penelitian dan didukung oleh data
sekunder berupa buku dan artikel yang terkait. Subjek penelitian ini adalah Elit
Pesantren Al-Fattah dan Pesantren Matholi’ul Anwar di Lamongan. Penelitian ini akan
membahas tentang pandangan elit pesantren terkait aturan usia minimal pernikahan di
Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif dan dianalisis
menggunakan teori religiusitas Glock and Stark. Data yang dikumpulkan juga akan
dianalisis untuk menemukan dinamika di dalam pandangan elit pesantren terkait aturan
usia pernikahan di bawah umur.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan pandangan yang
disampaikan oleh subjek penelitian. Elit Pesantren Al-Fattah menunjukkan
kecenderungan pada membolehkan praktik pernikahan di bawah umur dengan argumen
dari aspek keagamaan. Sedangkan Elit Pesantren Matholi’ul Anwar cenderung
menyetujui dengan mutlak pasal UU no. 16 tahun 2019 perubahan atas UU no. 1 tahun
1974. Terdapat dinamika pandangan dan argumen elit pesantren dipengaruhi oleh latar
belakang masing-masing. Adapun elit pesantren Al-Fattah dan Matholi'ul Anwar
menunjukkan kematangan keberagamaan sehingga memenuhi sebagian aspek
religiusitas Glock and Stark yaitu Experiental, ritual, ideological dan intelectual
dimension.

Kata Kunci : Elit Pesantren, Pernikahan di Bawah Umur, Religiusitas.



Abstract

Underage marriage in Lamongan regency is still relatively high. Meanwhile,
efforts to prevent underage marriage by the local government have not had a massive
impact so that further analysis is still needed to make improvements. Lamongan has a
large number of students and Islamic boarding schools. Pesantren elites who are close
to the community, especially teenagers, should have an important role in minimizing
the problem of underage marriage. This study will analyze the perspectives of pesantren
leaders to find the dynamics within them so as to potentially facilitate collaboration
between the local government and pesantren elites in Lamongan in order to improve
the quality of marriage in Lamongan Regency.

This research is a field research (Field Research). The primary data of this
research are interviews with research subjects and supported by secondary data in the
form of books and related articles. The subjects of this research are the elite of
Pesantren Al-Fattah and Pesantren Matholi ‘ul Anwar in Lamongan. This research will
discuss the views of pesantren elites regarding the minimum age of marriage in
Indonesia. Data collection was conducted using qualitative methods and analyzed
using Glock and Stark'’s religiosity theory. The data collected will also be analyzed to
find the dynamics in the views of pesantren elites regarding the minimum age of
marriage in Indonesia.

The results of this study show that there are dynamics of views conveyed by the
research subjects. Al-Fartah Pesantren elites show a tendency to allow the practice of
underage marriage with arguments from religious aspects. Meanwhile, the elite of
Pesantren Matholi 'ul Anwar tends to agree absolutely with the article of Law no. 16 of
2019 amending Law no. 1 of 1974. The dynamics of the views and arguments of
pesantren elites are influenced by their respective backgrounds. The Al-Fatah and
Matholi’'ul Anwar pesantren elites show religious maturity so that they fulfill some
aspects of Glock and Stark's religiosity, including Experiental, ritual, ideological and
intellectual dimensions.

Keywords: Pesantren Elites, Underage Marriage, Religiousness.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan di bawah umur masih menjadi masalah umum di Indonesia, termasuk
di kabupaten Lamongan Jawa Timur. Hukum positif di Indonesia sebenarnya telah
memberikan tanda untuk menciptakan rumah tangga yang ideal. Salah satunya dengan
adanya Undang-Undang no. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.
1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 7 (1) bahwa : “Perkawinan hanya
diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.! Undang-undang inilah
yang menjadi dasar aturan usia minimal warga negara Indonesia diizinkan untuk menikah

yaitu pada usia 19 tahun.

Sedangkan berdasarkan aturan keagamaan, agama Islam memiliki konsep
kedewasaan yang berlandaskan pada Qs. al-Nisa [4] : 6. Meski demikian, Qs. an-Nisa [4]
: 6 pun tidak menyebutkan angka usia seseorang sebagai batasan diperbolehkannya
melaksanakan pernikahan, tetapi memberikan penjelasan batasan kedewasaan seseorang
adalah pada berdasarkan kualitas seseorang, bukan usia. Dalam nash Al-Qur’an maaupun
Hadis tidak disebutkan dengan jelas tentang berapa patokan usia seseorang boleh
melakukan pernikahan.? Tidak nampaknya aturan agama yang gamblang berbanding
terbalik dengan adanya aturan pemerintah Indonesia yang menetapkan aturan batas

minimal usia pernikahan, sehingga hal ini masih menjadi diskusi hangat hingga saat ini.

' Undang-Undang 16 Tahun 2019 Online https://www.hukumonline.com/pusatdata/

2 Desliana Desliana, Duski Ibrahim, dan Muhammad Adil, “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap
Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang,” Intizar, Vol. 27: 1 (1 Juli 2021), him. 17,
https://doi.org/10.19109/intizar.v27i1.8435.



https://www.hukumonline.com/pusatdata/

Quraish Shihab mengemukakan dalam tafsir Al-Misbah Qs. an-Nur (24):32 bahwa
orang tua tidak boleh melarang anak yang sudah memasuki usia diperbolehkan menikah.
Usia 19 tahun sebagai usia minimal pernikahan berkaitan dengan fungsi biologis manusia
pada umumnya. Adapun larangan pernikahan di bawah umur berkaitan dengan faktor
kecakapan ekonomi yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan menikah. Kematangan
sosial ekonomi calon suami dan istri adalah hal yang penting untuk dipersiapkan, terutama

bagi laki-laki.}

Pro kontra terkait pernikahan di bawah umur tidak hanya seputar ranah agama dan
ekonomi, tetapi berhubungan juga dengan ranah humanisme dan kesehatan. Musdah Mulia
menyoroti tentang pernikahan di bawah umur merupakan sebuah hal yang melanggar Hak
Asasi Manusia, terutama untuk hak kesehatan reproduksi perempuan.* Agama Islam
menganjurkan untuk menghargai sesama manusia dan pernikahan di bawah umur

bertentangan dengan esensi tersebut.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Lamongan, Pada akhir tahun 2022, angka
permohonan dispensasi nikah di Lamongan berjumlah hingga 462 kasus. Terdapat lima
kecamatan yang memiliki angka tertinggi yaitu kecamatan Sambeng, Ngimbang, Paciran,
Babat, dan Sukorame.®> Pada akhir tahun 2023, Pengadilan Agama Lamongan mencatat
adanya 301 permohonan dispensasi nikah dengan total penyelesaian perkara pada 295

kasus. Rentang usia remaja yang mengajukan dispensasi nikah adalah 16 sampai 18 tahun,

3 M Quraish Shihab. wawasan, kesan, dan kerasian Al-Quran, Tafsir Al-Mishbah (Jakarta: Lentera,
2002), 538.

* Sofia Hardani, “Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut
perundang-Undangan Di Indonesia,” An-Nida : Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 40:2 (2015): 132.

5 Pengadilan Agama Lamongan, “Pernikahan Dini di Lamongan,” diakses 13 Juni 2023, https://pa-
lamongan.go.id,.



yaitu sedang menempuh pendidikan pada jenjang SMA. 256 kasus pengajuan adalah
didasari alasan faktor agama yaitu takut terjerumus pada perzinahan, dan 45 kasus lain

didasari faktor pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan tidak direncanakan.®

Secara statistik angka pernikahan dini di kabupaten Lamongan pada tahun 2023
terdapat penurunan, tetapi kasus pernikahan dini masih harus diupayakan untuk ditiadakan
karena memiliki banyak dampak buruk dalam stabilitas hidup pasca pernikahan. Menurut
penjelasan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Lamongan, beliau memaparkan bahwa anggapan masyakat untuk menikahkan anaknya
lebih cepat dari usia yang ditentukan merupakan suatu langkah yang tepat dan lebih baik
untuk diambil daripada membiarkan anaknya melakukan perzinahan. Hal ini dianggap

untuk melindungi anak dari hal-hal yang tidak diinginkan.’

Terkait kasus pernikahan dini di Kabupaten Lamongan, pemerintah daerah telah
melakukan upaya pencegahan dan penekanan angka pernikahan dini yang melibatkan lima
instansi pemerintahan, yaitu : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DPPKB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Bimbingan
Masyarakat (Bimas) Islam Kementrian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), dan
Pengadilan Agama (PA).} Diantara aksi pemerintah daerah dalam mengupayakan

penurunan angka pernikahan dini adalah dengan megadakan kegiatan sosialisasi

® Eko Sudjarwo, “250 Lebih Anak di Lamongan Ajukan Pernikahan Dini karena Takut Zina,”
Desember 2023,  https://www.detik.com/jatim/berita/d-7075210/250-lebih-anak-di-lamongan-ajukan-
pernikahan-dini-karena-takut-zina. diakses 14 April 2024

7 Diah Noval Lestari Nunik Retno Nunik Retno H dan Turtiantoro, “Peran Pemerintah Kabupaten
Lamongan dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini Tahun 2021,” Journal of Politic and Goverment, Vol.
12: 1 (2023): 12.

8 Siti Masiroh, “Peran Sosial Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini Di Kabupaten Lamongan”
Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2022). HIm.viii



pencegahan pernikahan dini di sekolah-sekolah yang bekerjasama dengan Kementerian

Agama.

Tetapi upaya dari instansi pemerintahan masih belum memberikan dampak
signifikan jika tidak diimplementasikan oleh tokoh-tokoh yang bersinggungan langsung
dengan masyarakat. Sumber daya dari pondok pesantren terutama kiai atau elit pesantren
adalah tokoh strategis yang bisa membantu menekan angka pernikahan dini. Kiali
merupakan sosok yang dekat dengan masyarakat dan memiliki peran penting dalam

memberikan keputusan, termasuk dalam hal pernikahan.

Pesantren masih memiliki eksistensi yang tinggi di tengah modernits zaman.
Gambaran pesantren sebagai tempat pendidikan agama yang kolot dan rigit sudah mulai
tersamarkan dengan hadirnya pesantren-pesantren yang memiliki metode pembelajaran
mengikuti perkembangan zaman. Pondok pesantren menjadi salah satu harapan
masyarakat untuk bisa melahirkan sumber daya manusia yang mampu menjawab
problematika masyarakat melalui pendidikan dan ketrampilan sosial yang berkualitas.’
Pendidikan berkualitas yang dihasilkan di pesantren tidak lepas dari peran elit pesantren

atau kiai—kiai sebagai sumber ilmu.

Berkaitan dengan ini, menurut data Direktorat Jendral Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, Lamongan adalah kabupaten
dengan jumlah santri terbanyak di Jawa Timur. Yaitu dengan jumlah 66.852 santri dari

159 pondok pesantren.'® Penelitian ini perlu dilakukan untuk memberi gambaran dinamika

® Azyumardi Azra, Tradisi dan Modernisasi di tengah Tantangan Milenium I11. (Jakarta: Kencana,
2012), 137.
10 Kementerian Agama RI, 2023, https://ditpdpontren.kemenag.go.id/.



pandangan elit pesantren di Kabupaten Lamongan beserta argumennya terkait aturan batas

usia minimal pernikahan.

Pesantren merupakan tempat yang strategis untuk melakukan sosialisasi terkait
problematika umum di bidang keluarga, termasuk tentang pernikahan di bawah umur. Hal
ini dikarenakan mayoritas santri didominasi oleh remaja dalam rentang usia 11-18 tahun.
Isu-isu terkait dampak pernikahan di bawah umur, aturan hukum positif Indonesia, isu
reprooduksi, dan bimbingan pra-nikah sangat tepat jika ditanamkan pada santri. Terlebih
lagi, jJumlah santri di Lamongan memiliki angka yang tinggi. Peran kiai sudah sepatutnya
dijadikan salah satu jalan oleh pemerintah untuk turut memberikan andil dalam usaha
menurunkan kasus pernikahan di bawah umur yang ada di kabupaten Lamongan.
Perbedaan dinamika pandangan elit pesantren menjadi salah satu jalan untuk menerapkan
treatment yang sesuai agar bisa tercapai tujuan yang sama, yaitu pernikahan yang sesuai

aturan hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan Indonesia.

Pada umumnya, peran kiai tidak hanya di pesantren saja, melainkan memiliki peran
sosial di masyarakat dalam urusan keagamaan, termasuk dalam hal pernikahan. Budaya
sowan'! masih melekat di masyarakat Lamongan ketika akan mempunyai hajat seperti
pernikahan, tujuannya adalah untuk meminta nasihat, doa, dan meminta istikharah dari
kiai terkait hajat tersebut. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berasumsi bahwa
pengaruh agama masyarakat Indonesia cukup tinggi sehingga mempengaruhi pilihannya

dalam memutuskan sesuatu; termasuk pada kasus pernikahan dini. Hal ini menarik untuk

! Sowan berasal dari bahasa Jawa yang berarti berkunjung ke rumah kiai atau tokoh agama.



diteliti, sebab kiai-kiai, khususnya kiai pesantren di Lamongan memiliki pengaruh yang

besar terhadap proses pernikahan warga setempat.

Penelitian ini akan menelaah sejauh mana keberagaman pandangan yang ada serta
bagaimana kecenderungan para tokoh pesantren di Lamongan, tepatnya pada pesantren
Al-Fattah Siman dan Pesantren Matholi’ul Anwar Simo. Penelitian ini akan melengkapi
penelitian terdahulu yang akan mengulik terkait peran kiai di asyarakat Lamongan dalam
hal pernikahan. Dalam penelitian ini pandangan elit pesantren akan diolah tanpa
mengurangi substansi dari pandangan tersebut dan akan berfokus pada dinamika
pandangan yang muncul. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran
dan rekomendasi kepada stakeholder terkait pemahaman aturan batas minimal usia
pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dan sejalan dengan Undang-Undang no. 16.
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1974 tentang Perkawinan. Oleh
sebab itu, penelitian yang akan dilakukan adalah dengan judul “Dinamika Pandangan Elit

Pesantren Lamongan Terkait Aturan Usia Minimal Pernikahan di Indonesia.”.

B. Rumusan Masalah
Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat rumusan

masalah, yaitu :

1. Bagaimana Pandangan Elit Pesantren di Lamongan terkait Fenomena Pernikahan di
bawah Umur di Kabupaten Lamongan?

2. Bagaimana Pandangan Elit Pesantren di Lamongan Terkait Aturan Batasan Usia
Pernikahan di Indonesia?

3. Bagaimana Dinamika Pandangan Elit Pesantren di Lamongan?



4. Bagaimana Analisis teori Religiusitas Pada Pandangan Tokoh Elit Pesantren di

Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini akan mengumpulkan paradigma argumentatif dari elit pesantren di
Lamongan terkait aturan usia minimal pernikahan. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan

untuk :

1. Mengumpulkan paradigma atau kerangka berpikir tokoh-tokoh pesantren di
Lamongan terkait pernikahan dini dan aturan usia pernikahan di Indonesia.

2. Membuat pemetaan pandangan tokoh pesantren terkait aturan batas minimal usia
pernikahan di Indonesia

3. Mengumpulkan dinamika argumen elit pesantren terkait batas usia minimal penikahan

di Indonesia.

Selain itu, terdapat beberapa manfaat adanya penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Untuk membangun kontruksi berpikir masyarakat Lamongan terkait aturan usia
pernikahan berdasarkan perspektif tokoh-tokoh pesantren yang berpengaruh.

2. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan bisa menekan angka pernikahan dini di
Lamongan sebab pengaruh pandangan dan peran tokoh-tokoh pesantren sehingga
tercipta dinamika di masyarakat ke arah pemahaman yang lebih baik tentang usia

pernikahan.



D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terkait usia minimal pernikahan dengan berbagai
pendekatan. Diantaranya adalah dengan pendekatan normatif, yaitu karya Ahmad Asrori, 12
Nur Ihda Musyarrafa dan Khalik,'> Nuramanah Amalia,'* Nur Falah, !> Rafiah Septarini
dan Ummi Salami.!Penelitian ini sudah membahas topik usia pernikahan dari berbagai

ranah hukum Islam terkait usia pernikahan.

Penelitian karya Ahmad Asrori menjelaskan tentang dinamika pendapat ulama
fikih terkait baligh dan korelasinya dalam penentuan usia pernikahan seorang muslim.
Penulis melakukan komparasi di negara-negara muslim tentang aturan usia minimal
pernikahan dan memberikan kesimpulan bahwa aturan minimal usia pernikahan di negara-
negara muslim berkisar antara usia 15-21 tahun. Sejenis dengan tulisan sebelumnya,
tulisan karya Nur Ihda Musyarrafa dan Subhan Khalik memaparkan tentang perbedaan
pendapat ulama mazhab terkait usia pernikahan. Sebab tidak ada nash taufigi, usia
pernikahan merupakan ranah ijtihad ulama sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi
sosial dan kultur yang berlaku. Tulisan karya Nuramanah Amalia juga membahas konsep

baligh dalam Islam, namun kajian tersebut berfokus pada korelasi hukum Islam dengan

12 Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-
Undang Perkawinan di Dunia Islam,” Al-’Adalah, Vol. XII: 4 (2015).

13 Nur Ihdatul Musyarrafa, Subehan Khalik, “Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama
Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah,” Shautuna: Jurnal limiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan
Hukum, September 2020, https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465.

!4 Nuramanah Amalia, “Konsep Baligh Dalam Al-Qur’an dan Implikasinya Pada Penentuan Usia
Nikah Menurut UU Perkawinan,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 8:1 (29
Juni 2021): 77-86, https://doi.org/10.24252/al-gadau.v8i1.17317.

5 Muhammad Nur Falah, Aufi Imaduddin, dan Kholisatul Ilmiyah, “Kenaikan Batas Usia
Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka
Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pemalang,” The Indonesian Journal of Islamic Law and
Civil Law, Vol. 1:2 (26 Oktober 2020): 167-82, https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.173.

16 Rafiah Septarini dan Ummi Salami, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-
XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan,” Ulumul Syar’i : Jurnal IImu-llmu Hukum dan
Syariah, Vol. 8:1 (13 November 2019): 51-68, https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8il.41.



Undang-Undang perkawinan di Indonesia. Dua penelitian lain, yaitu karya Nur Falah,
Rafiah Septarini dan Ummi Salami membahas ke arah normatif-yuridis yang memberikan
kesimpulan bahwa meskipun dalam hukum Islam tidak tertulis jelas patokan usia

pernikahan, namun dalam hukum positif, Indonesia memiliki aturannya.

Kajian sosiologi dan antropologi juga dapat ditemukan pada literatur terdahulu
yaitu ada karya Herawati dan Turtiantoro,!” Winda Hamidah dan Asyifa Junita Sari,'® dan
Habibah Nurul Umah.!? penelitian tersebut sudah membahas tentang penelitian lapangan
terkait pernikahan dini di Kabupaten Lamongan serta mengemukakan peran pemerintah
dalam mengupayakan pencegahan hal tersebut. Penelitian lainnya merupakan penelitian
lapangan juga, yaitu di kampung Cipete. Penelitian tersebut mengkaji proses penyuluhan
di kampung Cipete serta edukasi tentang dampak pernikahan dini disana. Terkait
kompleksitas problematika pernikahan dini di Indonesia, Habibah Nurul Umah membahas
gamblang dalam artikelnya sehingga menemukan kesimpulan bahwa pernikahan warga
negara Indonesia; selain memperhatikan usia perlu juga memperhatikan fisiologis,

psikologis, serta kematangan berfikir dan ekonomi.

Ditemukan juga beberapa penelitian yang menggunakan sudut pandang tokoh

sebagai analisisnya, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Masiroh,?°

17 Nurul Herawati, “Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi Buruh Migran Perempuan,”
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, Vol. 3:2 (18 Oktober 2010): 122-27,
https://doi.org/10.21107/pamator.v3i2.2410.

¥ Winda Hamidah dan Assyifa Junitasari, “Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap
Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kampung Cipete” Poceeding UIN Sunan
Gunung Djati, Vol.1:14 (2021).

19 Habibah Nurul Umah, “Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga
Islam,” Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5, no. 2 (2020).

20'Siti Masiroh, “Peran Sosial Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini Di Kabupaten Lamongan.”
Disertasi, (2023)
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Hidayatullah, Wardah Nuroniyah,?' Galuh Fajar Panjalu,>* Kudrat Abdillah,?* Desliana,
Ibrahim dan Adil.>* Penelitian tersebut memberi gambaran kepada penulis tentang
metodologi penelitian dengan analisis pandangan tokoh di beberapa daerah. Topik
wawancara pada penelitian yang dilaukan oleh Hidayatullah adalah pengetahuan tokoh
masyarakat terhadap aturan usia nikah dalam UU dan hukum islam, tanggapan terkait
aturan batasan usia nikah, dan alasan perlu adanya peraturan batasan usia penikahan.
Adapun hasil dari wawancara tersebut adalah tokoh masyarakat cenderung
mempertimbangkan madharat dalam aturan tersebut daripada aspek maslahahnya. Tulisan
Wardah Nuroniyah memberikan warna yang berbeda; yaitu memunculkan dinamika
pendapat kiai pesantren tentang kosep gawwam, yaitu pandangan yang konserfatis,

moderat, dan liberal.

Di antara tinjauan pustaka yang telah disebutkan, terdapat penelitian yang paling
relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu “Peran Sosial Kiai dalam
Pencegahan Perkawinan Dini di Kabupaten Lamongan”.?® Disertasi ini memiliki
kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal tema pernikahan dini atau
pernikahan di bawah umur dan lokasi di kabupaten Lamongan. Penelitian ini merupakan
penelitian sosiologi dengan menggunakan subjek penelitian kiai pesantren Darun Najah

dan Al-Munawwaroh. Hasil dari penelitian tersebut adalah kiai pesantren cenderung

2l Wardah Nuroniyah, “Gender Discourses within Pesantren in Cirebon: Understanding the
Typologies of Kyais’ Interpretations of the Concept of Qawwam,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan
Hukum Islam, Vol. 7, no. 2 (Juli 2023).

22 Galuh Fajar Panjalu, “Makna Kafaah Menurut Pandangan Para Kiai Di Dea Gandukepuh
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo,” Skripsi, IAIN Ponorogo (2022).

23 Kudrat Abdillah, “Pandangan Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Daerah Istimewa Yogyakarta
terhadap Putusan MK NoNO. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak DI luar Nikah,” Al-Ahwal, Vol. 6:2
(2013).

24 Desliana, Ibrahim, dan Adil, “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada
Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang.”
23Siti Masiroh, “Peran Sosial Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini Di Kabupaten Lamongan.”
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menolak praktik pernikahan dini dengan pertimbangan masa depan anak muda. Peran kiali
yang menjadi sorotan adalah sebagai panutan masyarakat dan tokoh yang memberikan

edukasi kepada masyarakat.

Adapun Penelitian yang akan ditulis adalah tentang analisis pandangan tokoh
pesantren atau disebut juga dengan elit pesantren terkait perubahan aturan batasan usia
pernikahan. Analisis ini diambil dari studi pandangan tokoh-tokoh pesantren di
Lamongan. Penelitian akan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh
berpengaruh dari latar belakang pesantren di Lamongan. yaitu tokoh pesantren di pondok

pesantren Al-Fattah dan pesantren Matholi’ul Anwar.

Lokasi penelitian memiliki latar belakang yang cukup berbeda, pesantren Al-
Fattah cenderung pada pembelajaran salaf, sedangkan pesantren Matholi’ul Anwar
cenderung dengan memiliki wajah sebagai pesantren semi-modern. Penelitian ini akan
memaparkan pandangan beserta argumen dari narasumber sehingga bisa ditemukan
adanya dinamika sudut pandang dari tokoh pesantren di Lamongan terkait topik yang
diteliti. Pengelompokan berdasarkan dinamika pandangan elit pesantren memberikan
gambaran tokoh-tokoh yang berpotensi memberikan peran yang besar dalam mencegah
dan menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan. Kemudian pandangan tokoh

pesantren akan dianalisis dengan menggunakan teori religiusitas Glock and Stark.

E. Kerangka Teori
Dalam penelitian ini, kerangka teori dibagi menjadi dua, yaitu teori yang berkaitan

dengan hukum Islam dan teori religiusitas.

1. Usia Pernikahan dalam Hukum Islam
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Pembahasan tentang usia pernikahan berdasarkan perspektif hukum Islam tidak
lepas dari konsep balig dan rusyd. Ayat al-qur’an yang menjadi landasan terkait hal ini
adalah Qs. al-Nisa (4) : 6. Balig dalam ayat tersebut memiliki makna cukup umur,
sedangkan rusyd lebih condong pada kematangan berfikir.2® Secara umum, balig
diindikasikan dengan usia; yakni ketika seseorang telah dibebani oleh hukum Islam.
Sedangkan rusyd diindikasikan dengan kemampuan seseorang dalam hal muamalah atau
transaksi serta kemampuan membedakan perbuatan yang baik dan buruk.?’Al-Maraghi
memberikan penafsiran pada kata ‘“rusyd” yaitu pemahaman seseorang tentang
penggunaan dan pembelanjaan harta dengan cara yang baik. Sedangkan yang disebut

dengan béligh al-nikéh adalah telah mencapai usia yang siap untuk menikah.

Ayat lain yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah adalah Qs.

al-Nur (24) : 32 :

wol- = Loab S < o sl 2 s TRt a'?a}& 1 %} T, o (- o <0 4 a)? S 2
e Rl g e 3 B0 4 eid 3R 155G ) SSGL S3Us 5 Hadially 15 A6 1555005

Ayat ini memberikan petunjuk bahwa pernikahan hendaklah dilaksanakan ketika
seseorang telah layak atau mampu untuk menikah. Mufasir kontemporer; M. Quraish
Shihab menafsirkan kata “washalihin” dalam ayat tersebut dengan maksud seseorang yang
memiliki kemampuan spiritual dan mental yang cukup untuk berumah tangga, kemampuan

ini adalah hal yang berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan.

26 Tbnu Amin Faisal Efendi dan Hertasmaldi, “The Concept of Baligh Perspective of Figh and
Positive Law,” Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 7:2 (1 Desember 2022), him. 455,
https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5268.

27 Muhammad Rasyid Ridho, Tafsir Al-Manar, 1 ed. (Mesir: Manar, 2000).

28 “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan
di Dunia Islam,” 809.
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Dengan demikian, al-Qur’an dan hadis tidak menyebutkan secara eksplisit
mengenai batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan. Sehingga disamping
pembahasan tentang patokan usia, terdapat ranah kelayakan atau kemampuan yang perlu
dipertimbangkan sebelum melakukan pernikahan. Tidak adanya patokan usia minimal
pernikahan membuat hal ini menjadi sebuah ranah yang fleksibel. Pengaruh sosial dan
budaya yang menyebabkan perbedaan kematangan individu secara fisik dan psikis bisa

menjadi perbedaan usia minimal pernikahan di beberapa daerah.?

Dalam fikih klasik, ulama mazhab berbeda pendapat tentang konsep balig dan
keterkaitannya dengan usia pernikahan. Para ulama Mazhab sepakat bahwa haid dan hamil
merupakan bukti kebalighan seorang perempuan, sedangkan bagi laki-laki adalah ketika
ia sudah bermimpi. Imam Syafii dan Imam Hanbali menyatakan bahwa usia baligh anak
laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Imam Maliki berpendapatl7 tahun.
Sementara Imam Hanafi bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi anak perempuan 17

tahun.3°

Di samping pendapat jumhur ulama yang tidak mensyaratkan kedewasaan sebagai
aspek kebolehan pernikahan, terdapat pendapat Imam al-Tahawi dan Ibn Hazm. Pendapat
tersebut berlandaskan pada pandangan Ibn Syubramah yang mengatakan pernkahan yang
dilakukan ketika belum memiliki tanda-tanda kedewasaan adalah tidak sah.3! Yusuf
Qardhawi; Fukaha kontemporer berpendapat tentang kebolehan memberikan batasan atas

hal yang mubah (taqiid al-mubah) jika bertujuan untuk sebuah kemaslahatan.. Dalam hal

2 Imron Rosyadi, Rekonstrusi Epstemologi Hukum Keluarga Islam (Jakarta: Kencana, 2022), him.
133.

30 Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat (Jakarta: Kencana Pranata Media Grup, 2003), him.
86.

3! “Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam,” him. 117.
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ini, pembatasan usia perkawinan boleh dilakukan selama untuk tujuan kemaslahatan umat.
Hal ini sejalan dengan pendapat Husein Muhammad yaitu pernikahan pada usia belia
memiliki kemungkinan lebih tinggi adanya kemadharatan baik fisik maupun psikis.
Sehingga aspek maslahah dan madharat dalam kasus pernikahan dini harus

dipertimbangkan.

Kisah pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW sering dijadikan dalil

kebolehan pernikahan dini. Riwayat tersebut berdasarkan pengakuan Aisyah;

“Aisyah berkata : “ Nabi menikahiku ketika aku berumur enam tahun, dan beliau

membina rumah tangga denganku ketika aku berumur sembilan tahun”.3?

Meskipun belakangan hadis hadis tersebut mendapatkan interpetasi baru
berdasarkan fakta sejarah, yaitu Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad ketika berusia
tujuh belas atau sembilan belas tahun. Secara historis, pernikahan dini telah menjadi
budaya di Arab; bahkan sebelum datangnya agama Islam. Misalnya, Urwah ibn Zubair
menikahkan keponakannya, Ali ibn Abi Talib menikahkan Umi Kulsim dengan Umar ibn
Khatab, serta aisyah yang dinikahkan oleh Abii Bakar juga menjadi bagian dari budaya

pada masa itu.*?

Kondisi sosial pada masa jahiliyah hingga masa kenabian menempatkan perempuan
pada situasi serba terbatas. Orientasi pernikahan yang dilakukan di bawah umur bukan
hanya untuk kepentingan seksual, melainkan sebagai hal yang digunakan untuk

meminimalisir adanya konflik antar suku.>* ljtihad klasik terkait usia minimal perkawinan

32 Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari “Kitab al-Nikah”, hadis nomor 4738, 4739
33 Husein Muhammad, Figh Perempuan (Yogyakarta: LKIS, 2001), him. 70.
34 Rekonstrusi Epstemologi Hukum Keluarga Islam, him. 128.
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tentu disesuaikan dengan konndisi yang berlaku saat itu. Untuk mencapai pemahaman
yang dinamis dan sesuai dengan sosio kultur yang berkembang, sudah sepatutnya

dilakukan reinterpretasi hukum Islam.

Aturan usia minimal pernikahan yang ditetapkan dalam perundang undangan
Indonesia dan banyak negara muslim di dunia tentu memiliki maksud untuk kebaikan
manusia. Dalam perspekif hukum Islam, di dalam kehidupan manusia terdapat konsep
kemaslahatan. konsep Magasid syari’ah mampu menjangkau maksud dan tujuan hukum
Islam sehingga bisa merumuskan batas usia ideal melangsungkan pernikahan.?® secara
umum, Magqasid syari’ah adalah kemaslahatan atau kesejahteraan yang akan dicapai oleh
umat manusia. Magasid syari’ah mencakup tujuan hukum yang di turunkan oleh Allah
kepada manusia.*® Menurut As Syatibi terdaapat lima unsur pokok magdsid syari’ah,
yaitu hifz din (menjaga agama), hifz nafs (menjaga jiwa), hifz agl (menjaga akal), hifz nasl

(menjaga keturunan), dan hifz mal (menjaga harta).

Kemudian dalam kasus-kasus tertentu, ketika sebuah kemaslahatan bercampur
dengan kemafsadatan sehingga haru memilih salah satu, maka diterapkan kaidah dar’ul
mafasid muqaddam ‘ald jalb al masalih. Kaidah tersebut adalah sebuah kaidah ushul figh
yang memiliki makna menghindari kerusakan lebih utama daripada mendapat
kemaslahatan. Kaidah ini dapat berlaku jika terjadi percampuran antara maslahah dan

mafsadat dalam suatu perkara. Ketika terlihat kemaslahatan dengan mengerjakan perintah

35 “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Magasid Shariah,” hIm. 69.
36 Asafri Bakri, “Konsep Magashid syariah Menurut Al-syathibi”, (Jakarta :PT Raja Grafindo
Persada), 1996, him. 59
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agama namun terlihat pula potensi adanya kerusakan maka jalan tengah yang dipakai

adalah lebih mendahulukan untuk menghindari terjadinya kerusakan atau mafsadat.*’

2. Teori Religiusitas Glock and Stark

Bangsa Indonesia memang memiliki hubungan erat dengan agama, sebagaimana
tercermin pada sila pertama pancasila yang memiliki unsur keagamaan. Sehingga konsep
agama memiliki tempat tersendiri dalam kehidupan masyarakat.*® Religiusitas
didefinisikan dengan kecenderungan kepada faktor agama yang berimplikasi pada
pengaruh perilaku, sosial dan bahkan menjadi sebuah doktrin pada seseorang atau
kelompok. Religiusitas bisa disimpulkan dengan hubungan manusia dengan Tuhan yang

membuat manusia bergantung dalam kesuluruhan segmentasi kehidupannya. 3’

Teori religiuitas yang diusung oleh Glock dan Stark akan menjadi teori yang dipakai
untuk menganalisis pandangan kiai pesantren tentang batas minimal usia pernikahan

dalam penelitian ini. teori tersebut memiliki empat dimensi, yaitu:

1.  Religious Belief (keyakinan)
Yaitu adanya agama sebagai ideologi manusia yang terimplementasi dalam

kepercayaannya ajaran agama; seperti adanya malaikat, Rasul, dan lain-lain.

2.  Religious Knowledge (pengetahuan)

37 Intan Pratiwi, “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar
Nikah  di Pengadilan ~ Agama  Ngawi (Studi Kasus  dalam Putusan Perkara
Nomor:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi)” (Skripsi, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022),
him. 96.

38 Subhan El Hafiz dan Yonathan Aditya, “Kajian Literatur Sistematis Penelitian Religiusitas di
Indonesia: Istilah, Definisi, Pengukuran, Hasil Kajian, serta Rekomendasi,” Indonesian Journal for The
Psychology of Religion, Vol. 1: 1 (18 Januari 2021), him. 3, https://doi.org/10.24854/ijpr428.

3 Muhammad Zeni Rohmatullah llyas Afdhol Abdul Hanaf, Pendekatan Studi Islam (Yogyakarta:
Jejak Pustaka, 2022), him. 111.
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Yaitu perihal sejauh mana pemahaman dan pengetahuan seseorang kepada ajaran
agamanya. Hal ini tentu menjadi penting agar manusia tidak hanya beragama tanpa

mengetahui dasarnya.

3. Religious Practice (praktik atau pengamalan)
Yaitu menjalankan ibadah sebagaimana ritual-ritual yang diajarkan dalam ajaan

keagamaan. Seperti salat, puasa, zakat.

4.  Religious Feeling (penghayatan)
Yaitu megukur seberapa jauh seseorang merasakan pengalaman religius yang tidak

kasat mata, seperti terkabulnya doa, perasaan dekat dengan Tuhan dan lain-lain.*

Pada akhirnya data yang diperoleh dari wawancara kepada tokoh pesantren terkait
aturan usia minimal pernikahan akan dirangkum dan dianalisis setidaknya berdasarkan
empat dimensi teori religiusitas tersebut. Dari dinamika pandangan dan argumen yang
disampaikan narasumber diantaranya memiliki kecenderungan pada aspek keagamaan,

sehingga teori religiusitas bisa diaplikasikan pada data dan narasumber tersebut.

F.  Metode Penelitian
Agar tercapai penelitian yang runtut dan sistematis, terlebih dahulu perlu dijelaskan

metodologi penelitian ini. diantaranya adalah :

1.  Subjek Penelitian

40 Djamaluddin Ancok Fuad Nashori Suroso, Psikologi Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2005), him. 76.
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Subjek penelitian adalah orang atau kelompok aktif yang memiliki fungsi
memberikan keterangan dan informasi penelitian.*! Dalam penelitian ini, subjek penelitian
adalah tokoh elit pesantren di Kabupaten Lamongan. Elit pesantren yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah kiai sebagai tokoh utama dan keluarga kiai, dan pengurus yayasan
sebagai tokoh pendukung. Dalam hal ini adalah KH. Masduqi Ali Fathon dari pesantren

Al-Fattah Siman dan KH. Khotib Soleh dari pesantren Matholi’l Anwar.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan pengamatan peneliti pada aktivitas (activity), orang-
orang (actors) dan tempat (place) tertentu. Hal ini menurut Spradley dinamakan dengan
social situation.** Penelitian ini akan menelaah secara mendalam pandangan elit pesantren
di kabupaten Lamongan tentang peraturan batas minimalusia pernikahan dalam Undang-
Undang no. 16. Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1974 tentang

Perkawinan serta fenomena pernikahan di bawah umur di Kabupaten Lamongan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menelaah
pengalaman empiris berupa pandangan elit pesantren terkait aturan usia minimal
pernikahan pada Undang-Undang no. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 1974 tentang Perkawinan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teori religiusitas Glock and Stark sebagai pisau analisis dari hasil wawancara dan observasi

kepada narasumber. Teori ini digunakan mengingat subjek penelitian adalah dari kalangan

4 Feny Rita Fiantika, Muhammad Wasil, dan Sri Jumiyati, dll, Metode Penelitian Kualitatif
(Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 135.
42 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), him.
215.
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pesantren yang notabene dekat dengan pengalaman keagamaan. Penelitian ini akan
menguji pengaruh agama dalam menentukan kecenderungan pandangan terhadap isu

sosial yang ada di negara Indonesia.

4. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan
ini akan dilakukan dengan mendalami sebuah fenomena di kehidupan masyarakat.*’
Penelitian ini dilakukan dengan memasuki situasi sosial di kalangan tokoh pesantren di
Kabupaten Lamongan untuk melakukan wawancara guna melakukan pengamatan dan

eksplorasi terkait topik penelitian ini.

5. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif bersifat
deskriptif analitis. Deskriptif analitis dilakukan dengan memahami atau menganalisis
fenomena yang terjadi di masyarakat berdasarkan sudut pandang narasumber. Penelitian
yang bersifat deskripif cenderung menonjolkan perspekif subjek yang diteliti beserta
proses dan makna dari sebuah penelitian. Biasanya terdapat teori yang digunakan untuk
mendukung atau membuktikan fakta yang terjadi di lapangan.** Dalam hal ini adalah
dengan mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada tokoh-tokoh pesantren

di Lamongan terkait pandangan atas aturan usia minimal pernikahan di Indonesia.

6.  Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data

43 Feny Rita Fiantika, Muhammad Wasil, dan Sri Jumiyati, dll, Metode Penelitian Kualitatif, him. 9.
# Feny Rita Fiantika, Muhammad Wasil, dan Sri Jumiyati, dll, Metode Penelitian Kualitatif, him.2.
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Penelitian ini memiliki dua sumber data; primer dan sekunder. Sumber data primer
adalah sumber data yang memberikan informasi penelitian secara langsung kepada
peneliti. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan informasi
penelitian secara tidak langsung kepada peneliti.** Yang dimaksud sumber data primer
meliputi tokoh-tokoh pesantren di Lamonganyang menjadi subjek penelitiian, tepatnya
adalah elit Matholi’'ul Anwar dan pesantren Al-Fattah. Data primer akan dilengkapi
dengan data sekunder yang bersumber dari buku, kitab, dan artikel yang terkait dengan

penelitian.

Penentuan sumber data primer dilakukan dengan purposive sampling, yaitu dipilih
berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu, bukan ditentukan dengan acak.*® Penentuan
sumber data dalam penelitian ini berdasarkan pada kompetensi tokoh terhadap materi
penelitian, baik dari segi normatif maupun praktik. Peneliti juga mempertimbangkan
kemungkinan adanya perbedaan pandangan tokoh, yaitu kecenderungan pada keilmuan
konservatif dan kontemporer. Dari sumber data tersebut akan diperoleh data primer berupa
pandangan dan argumentasi elit pesantren terkait aturan usia minimal pernikahan di
Indonesia. Selanjutnya, data primer akan diperkuat dengan data sekunder yang bersumber
dari observasi peneliti, buku, kitab dan artikel yang memiliki keterkaitan pembahasan

dengan penelitian.

b.  Teknik Pengumpulan
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Peneliti

mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam (in depth interview) kepada

45 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 225.
46 Sugiyono, him. 217.
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tokoh-tokoh yang menjadi subjek penelitian dan observasi terhadap pemikiran narasumber
tentang fenomena pernikahan di bawah umur di Lamongan. Teknik pengumpulan data
adalah cara peneliti dalam menghimpun data dari subjek penelitian. Dalam penelitian

kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan natural seting (kondisi alamiah).*’

Wawancara kepada narasumber dilakukan dengan tidak terstruktur (unstructured
interview), yaitu peneliti berposisi sebagai orang yang belum tahu akan memperoleh data
apa untuk penelitian, namun telah mempersiapkan secara garis besar pedoman pertanyaan
untuk menggali data.*® Peneliti melakukan wawancara kepada pimpinan pesantren Al-
Fattah dan pesantren Matholi’ul Anwar untuk menggali pandangan narasumber terkait
usia minimal pernikahan. Selanjutnya data yang diperoleh dari wawancara akan dicatat

untuk dan dianalisis kemudian disampaikan dengan sebenar-benarnya.

c.  Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis pandangan tokoh. Peneliti
akan menggali data berupa pandangan tokoh pesantren di Lamongan tentang aturan batas
usia minimal pernikahan, mencari tahu argumen dan kecenderungan tokoh, hingga
memastikan peran subjek penelitian di masyarakat sehingga pandangan mereka layak
untuk divalidasi. Teori analisis data Miles dan Huberman mengemukakan pandangan
bahwa analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus

hingga tuntas semua data yang dibutuhkan untuk penelitian dan sampai pada data jenuh.*

47 1bid. him. 225.
8 1bid, him. 236.
* 1bid, him. 246.
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Terdapat tiga tahapan dalam analisis data, yaitu reduksi data (data reduction),
penyajian data (data display) dan verifikasi data (conclusion drawing). Reduksi data
dilakukan dengan memfokuskan wawancara pada tokoh-tokoh pesantren yang dijadikan
subjek penelitian. Data yang telah direduksi kemudian peneliti sajikan dalam bentuk
narasi. Peneliti akan menyajikan strukur hasil wawancara agar lebih mudah dipahami,
yaitu berupa pandangan dan argumen tokoh pesantren tentang aturan batas usia minimal
pernikahan, serta pengalaman tokoh pesantren dalam menghadapi isu pernikahan di bawah
umur di masyarakat. Setelah mendisplay data, peneliti menganailisis konklusi dari data
tersebut yaitu dengan mengelompokkan sudut pandang tokoh dan memastikan data yang

diperoleh adalah data yang kredibel dan menjawab permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan penelitian ini jelas dan runtut, terlebinh dahulu penulis akan
memaparkan sistematika penulisannya. Pada bab | berisi tentang penjelasan tentang
fenomena pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lamongan, peran tokoh Kkiai
pesantren dalam pernikahan dan pandangan tokoh di Indonesia tentang pernikahan dini.
Penjelasan tersebut menjadi bagian dari latar belakang masalah. selanjutya akan
dipaparkan juga tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Telaah pustaka untuk
menemukan novelty penelitian, dilanjutkan dengan kerangka teori, metodologi penelitian,

dan ditutup dengan sistematika penulisan.

Selanjutnya, Bab Il akan memberikan pemaparan terkait landasan teori yang
digunakan sebagai acuan penelitian. Landasan teori dibagi menjadi dua kelompok yaitu
teori umum terkait usia pernikahan dalam hukum Islam, meliputi penjelasan balig dan

rusyd dalam Al-Qur’an, usia pernikahan berdasarkan perspektif Imam Mazhab, dan
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pendapat ulama kontemporer. Selanjutnya adalah penjelasan tentang teori yang digunakan

untuk menganalisis hasil temuan di lapangan yaitu teori religiusitas Glock dan Stark.

Selanjutnya, bab I11 berisi gambaran umum lokasi penelitian yaitu pondok pesantren
Matholiul Anwar dan Al-Fattah, gambaran umum peran tokoh pesantren di Lamongan
terhadap pelaksanaan pernikahan. Sub bab selanjutnya akan dipaparkan tentang hasil
wawancara kepada tokoh pesantren di Pesantren Matholiul Anwar dan Al-Fattah tentang
pendapat tokoh pesantren terkait usia minimal pernikahaan dan argumen masing-masing

narasumber.

Kemudian bab IV menjelaskan tentang hasil penelitian. Yaitu analisis dari hasil
wawancara kepada narasumber. Analisis akan berupa pandangan narasumber tentang
fenomena pernikahan dini di Lamongan dan pemetaan argumen narasumber terkait aturan
usia pernikahan di Indonesia. Bab ini diakhiri dengan penjelasan tentang analisis temuan

penelitian dengan menggunakan teori religiusitas.

Dan terakhir ditutup dengan bab V yang berisi simpulan dari analisis yang dilakukan

dalam penelitian beserta saran dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil wawancara terhadap elit pesantren di Lamongan dapat

disimpulkan bahwa :

1. Elit pesantren dalam penelitian ini memiliki pandangan yang berbeda terkat usia minimal
pernikahan, yaitu aitu Elit Pesantren Al-Fattah dengan latar belakang pesantren salaf dan
latar belakang keilmuan di bidang hadis, memiliki kecenderungan pada menyutujui tidak
ada batas usia pernikahan, sedangkan elit pesantren Matholi’ul Anwar menunjukkan
sebaliknya, yaitu menyetujui secara mutlak peraturan perundang-undangan yang
menentukan usia minimal pernikahan di Indonesia adalah 19 tahun dengan pertimbangan

agar lebih dulu memperbaiki kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.

2. Terkait fenomena pernikahan di bawah umur di Lamongan, elit pesantren Al-Fattah dan
Matholi’ul Anwar  hanya memberikan tanggapan berdasarkan pengalaman yang
narasumber lihat dan alami di lingkungan masing-masing yaitu menganggap pernikahan di

bawah umur sudah berkurang dibanding pada zaman dulu.

3. Terdapat dinamika pada pandangan elit pesantren di Lamongan terkait aturan usia
minimal pernikahan di Indonesia. Pandangan elit pesantren kemudian berpotensi

berpengaruh terhadap adanya dinamika di lingkungan masyarakat masing-masing.

4. Analisis teori religiusitas Glock dan Stark pada penelitian ini menunjukkan bahwa
kematangan elit pesantren dalam beragama dapat memenuhi sebagian besar aspek pada

dimensi religiusitas, yaitu ideological dimension (dimensi ideologi atau kepercayaan),

112



113

ritualistic dimension (dimensi praktik ritual), intellectual dimension (dimensi intelektual

atau keilmuan), dan experiential dimension.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Lamongan harus senantiasa waspada atas kemungkinan
melonjaknya angka usia pernikahan di bawah umur sehingga perlu dilakukan
sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat.

2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kolaborasi dengan tokoh-tokoh yang dekat
dengan masyarakat, khususnya remaja untuk mengoptimalkan edukasi tentang hukum
yang berkaitan dengan pernikahan dan masih kental dengan ajaran Islam. Tokoh
pesantren merupakan sasaran yang sangat cocok untuk mengolaborasikan aspek
hukum dan agama.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan memakai teori religiusitas yang telah diperbarui pada
tahun 1968 yang memiliki 4 sub bab dimensi dan tidak terus menerus mengutip

referensi yang menuliskan dimensi religiusitas yang lama.
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